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PENGARUH KOORDINASI KEPALA DISPORABUDPAR
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN OBJEK
WISATA DI KABUPATEN MAJALENGKA
Oleh :


















terhadap variable Efektivitas terdapat pengaruh sebesar 66 % dan sisanya 34%

























merupakan unsur pelaksana teknis
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1. Untuk mengetahui Bagaimana
pengaruh koordinasi kepala
Disporabudparterhadap efektivitas
pengelolaan objek wisata diKab.
Majalengka.
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1.  Suatu  kelangsungan, keharmonisan,
mencapai tujuan, yangdapat di
capaimelaluikepemimpinan,organisa
si,danadministrasi




















alah pembagian   kerja kepada para
bawahan sehingga    setiap bawahan
akan mengerjakan pekerjaannya sesuai
dengan tugas yang diterimanya.
Pembagiantugas mempengaruhi atasan








bahwa elemen-elemen sebuah organisasi
saling berhubungan dan  menunjukkan
keterkaitan sedemikian rupa, sehingga
semua orang melaksanakan tindakan-





















Sehingga  dapat   ditarik






dasar itu  dapat dinyatakan bahwa
kiranya azas koordinasi harus ada
keselarasan aktivitas antara bagian
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tertentu yang  diperlukan untuk
melaksanakan tugas agar pencapaian
tujuan tercapai dengan baik. Menurut
Hasibuan(2001:86)dalambukuSu
mberDayaManusiatipekoordinasidi bagi
menjadi dua  bagian besar yaitu
koordinasi vertikal dan  koordinasi
horizontal. Kedua  tipe ini biasanya  ada




a) Koordinasi vertikal (Vertical
Coordination} adalah kegiatan-kegiatan
penyatuan, pengarahan yang dilakukan





tanggung jawabnya secara langsung.







kegiatan penyatuan, pengarahan yang
dilakukanterhadapkegiatan-kegiatan
dalamtingkatorganisasi(aparat)yang
setingkat. Koordinasi  horizontal  ini





disiplin antara unit yang satu  dengan
unit yang lainsecara intern maupun
eksternpadaunit-unityangsamatugasnya.
Interrelated adalah  koordinasi
antar badan  (instansi);  unit-unit yang
fungsinyaberbeda,tetapiinstansiyangsat
udenganyanglainsalingbergantung atau
mempunyai kaitan  secara  intern atau
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pemilik yang dapat mengambil
keputusan apa yang harus dijual, dan









terdekat kepada  masalah yangpaling
tahu tentang suatu hal  dan dapat
membuat keputusan yang terbaik
dalam menangani suatu masalah.
Maka, keputusan  tidak akan
terlambat, yang  biasanya  terjadi











































a.  Dengan koordinasi dapat dihindarkan
perasaan terlepas satu sama lain, antara
satuan-satuan organisasi atau antara





c.  Menghindari  kemungkinan
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e.Menimbulkan kesadaran diantara para




diprogramkan  untuk mencapai   hasil
yang diharapkan.  Tetapi apabila



















d.  Supaya  semua  unsur  manajemen
dan  pekerjaan masing-masing
individupegawaiharusmembantutercapain
yatujuanorganisasi.
















a.  Harus ada  kontak   langsung
mereka yang   kegiatannya harus
dikoordinasikan.
b. Koordinasi  harus dimulai pada tahap
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sebelum  kebijakan yangberhubungan
dengan tugasdibentuk secara lengkap
dan menyeluruh. Koordinasi yang


















a) Sisteminformasi vertikal Sistem















membiarkaninformasi dipertukarkan  dan




















4.   Pengintegrasian  peranan-peranan,








perumusan anggaran oleh satuan-satuan

















Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Volume V No 1 Januari - Juni 2012
Pusat Studi Sosial dan Kebijakan (PUSAKA)























6.  Manajer sering  melakukan








Setiap   organisasi  biasanya
menerapkan  beberapa mekanisme yang
berbeda untuk  mewujudkan koordinasi.
Walaupun mekanisme yangdijalankan
berbeda namun terdapat empat prinsip










naan  pekerjaanbaru, pandangan-
pandangan  mereka  akan










diabaikan  kemudian.  Sarana  untuk








bersama. Selam berdiskusi bersama-
sama mereka yang hadir menjadi
sadar akan   kebutuhan-kebutuhan
semuanya, perbedaan-perbedaan















seseorang yang   positif  terhadap
kehidupan  organisasionalnya,maka
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ut.Dalam hubungan ini perlu
diperhatikan bahwa seseorang pegawai
tidak akan  melakukan  tugasnya  dengan
baik   dalam  suasana
kehampaan.Artinya seseorang  dalam












































Berdasarkan  pendapat  para ahli

























3.  Hemat ialahdengan biaya
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adanya evaluasi kerja dari  pimpinan.





menyelesaikan suatu  pekerjaan
merupakan faktor utama. Semakin lama
tugas yang dibebankan itu dikerjakan,
maka semakin banyak tugas  lain
menyusul  dan hal ini akan
memperkecil tingkat efektivitas kerja













Pimpinan  dapat   mendorong
pegawainya  melalui  perhatian pada
kebutuhan  dan tujuan mereka yang













hal ini dapat memperkecil resiko








Adalah suatu sarana dan
peralatan yang  disediakan oleh pimpinan
dalambekerja.Fasilitasyang kurang
lengkapakanmempengaruhi kelancaran
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a menyebabkan tujuan tidak tercapai














































2. Angket yaitu suatu penyelidikan
mengenai suatu masalah yang
umumnya banyak menyangkut








3. Observasi Non-Partisipan yaitu teknik
pengumpulan data yang dilakukan
melaluipengamatanlangsung.Dalamob
servasiini penyusunanmengumpulkan
data yang  berhubungan dengan objek




mendapatkan  data dan informasi
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dimaksud skala likert  menurut Sugiyono





atau sekelompok  orang  tentang
fenomena sosial. Dalam penelitian
fenomena  sosial ini telah ditetapkan
secara spesifik oleh peneliti, yang


















Peneliti   akan mendeskripsikan     data
dari   hasil   observasi yang dilakukan
melalui penyebaran   angket   kepada
pengelola tempat wisata. Hal ini




Berdasarkan gambar 5.1 nilai koefisien
determinasi R Square sebesar0,660324
menunjukkan bahwa 66% peningkatan
efektivitas pengelolaan objek wisata di





Kemudian pada tabel 5.6 hasil dari
perhitungan menunjukkan bahwa
koefisienkorelasi spearman rank variabel
koordinasi  kepala Disporabudpar
terhadap efektivitas pengelolaan objek





dipengaruhi oleh koordinasi kepala
Disporabudpar.
Hasil rs hitung menunjukkan  bahwa r
hitung adalah 0,812616  lebih besar dari r t
abel 0,2816 artinya signifikan, dengan
tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil
dari (<0,05) berarti koordinasi kepala
disporabudpar berpengaruh positif dan
signifikan terhadap efektivitas pengelolaan
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beberapa kegiatan  ataudengan
perencanaan pekerjaan baru,
pandangan-pandangan mereka akan









diabaikan  kemudian. Sarana  untuk






3. Sepanjang kemungkinan koordinasi
harus merupakan pertemuan-










Berdasarkan hasil statistik pada hasil
angket yang disebarkan kepadasample
penelitian, indikator penentuan
perancanaan mencapai  42% yang
menunjukanbahwaparapengelolaselau
dilibatkandalamperencanaan.
Pada indikator pembagian tugas dan
fungsi individu maupun unit kerja
statistic jawaban menunjukan 30%







responden menjawab selalu, yang




Indikator ikut serta dalam
menentukan tujuan yang hendak   di
capai jawaban selalu, sebesar 32%
yang berarti bahwa sebagian besar
pengelola dilibatkan
dalammenentukan tujuanyanghendak
dicapai  olehpengelola objek wisata.
Indikator menentukan standar
pelaksanaan kerja yang menjawab
selalu sebesar 26%, yangberarti




Indikator ikut menentukan evaluasi
pelaksanaan   kerja yang menjawab
sering sebesar 34% yang  berarti
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dua arah yang menjawab selalu
sebesar 43%,  yaitu  bahwa  kompepar
dan Disporabudpar  melakukan
keselarasan  dalam melakukan
pengelolaan objek wisat.
Indikator melakukan koordinasi secara
terjadwal yang menjawab selalu
sebesar   kadang-kadang   sebesar
45%,   yang   berarti   bahwa
koordinasi   yang dilakukan pihak
Disporabudpar dan Kompepar
dilakukan secara tidak terjadwal.
Indikator mengikut sertakan pegawai
dalam mengambil keputusan yang
jawaban sering sebesar 38%, yang




Indikator  bersifat  terbuka  terhadap
kritik  dan  saran  dari  pegawai  yang
jawaban selalu sebesar 43%, yang
berarti bahwa pihak kompepar
maupun Disporabudpar bersikap
cukup terbuka terhadap kritik dan
saran.
Indikator melakukan penyelidikan
terhadap perbedaan pandangan yang
menjawab   kadang-kadang   sebesar
32%,   yaitu   bahwa   Disporabudpar
belum optimal dalam menyelidiki
perbedaan-perbedaan pandangan.
Sedangkan  untuk  variable
Efektivitas  dalam  pengelolaan  objek
wisata adalah sebagai berikut:
Indikator  tercapainya  sasaran
responden  yang  menjawab  selalu
sebesar 32%, jawaban kadang-kadang
sebesar 32%, yang artinya sasaran
dalam efektivitas pengelolaan objek
wisata belum stabil.
Indikator  pekerjaan  selesai  sebelum
waktu  yang  ditetapkan,  responden
yang  menjawaban  sering  sebesar
38%,  yang  artinya  dalam
pengelolaan  objek wisata
penyelesaian pekerjaan cukup baik.
Indikator  Biaya yang dikeluarkan
tidak boros responden  yang
menjawab sering sebesar 45%, yang
artinya dalam pengembangan  dan
pembangunan  objek wisata terjadi
pemborosan dalam pengembangan dan
pembangunannya.
Indikator   Segala  sesuatu  sampai
pada  tujuan  yang  di maksud  tanpa
mengalami hambatan – hambatan
responden yang menjawab sering
sebesar 38%, yang berarti bahwa
pengelolaan selalu mendapatkan
hambatan-hambatan baik dari faktor
pembiayaan, sumberdaya manusia,
dan faktor alam.
Menurut  kepala  Disporabudpar H.
Ahmad  Suswanto,  S.Pd.,M.Pd
menyatakan  bahwa koordinasi yang
dilakukan Disporabudpar  sudah
berkontinyu untuk   melakukan
pertemuan – pertemuan   bersama
untuk   musyawarah   dan mufakat
dengan  pengelolaan  objek  wisata,
Disporabudpar  berusaha
menginstruksikan langsung kepada
kompepar terkait pengelolaan dan
bersikap terbuka terkait koordinasi
dengan kompepar,pembinaan yang
dilakukan Disporabudpar      juga
sudah   di   nilai   efektif2   tahun
sekali   suka   dilakukan pembinaan
yang berbentuk pelatihan dengan
mengundang pembicara yang ahli di
bidangnya untuk mengembangkan
sumber daya manusia dalam
pengelolaan objek wisata, dan dari
segi publikasi Disporabudpar selalu
berpartisipasi dalam berbagai
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perlombaan pameran budaya untuk
memperkenalkan  budaya dan
pariwisata yang ada  di  kabupaten
Majalengka,  pameran  budaya
tersebut  dilakukan  satu  tahun sekali,
mulai dari tingkat daerah, wilayah,
propinsi dan nasional, di dalamnya
memperkenalkan    ekonomi   kreatif,
kuliner,   hotel, pariwisata   yang
ada   di kabupaten Majalengka serta
pembagian leaflet yang berisi profil
kabupaten Majalengka berisi seluruh
potensi yang ada di daerah kabupaten
Majalengka.
Sedangka 34%lainnya ditentukan oleh
faktor-faktor lain di luar penelitian ini
Berdasarkan  observasi  di  lapangan
faktor – faktor  lain  di  luar
penelitian mungkin  di  sebabkan
pemerintah  belum  optimal
mendukung  dalam pengembangan
dan  pembangunan   destinasi  wisata
di  kabupaten   majalengka dengan
APBD yang penuh, sehingga
pengembangan  dan pembangunan
destinasi wisata di nilai lambat karena
terkendala pembiayaan. Dan
kemungkinan yang selanjutnya  adalah
terkendala  sumber daya manusia
yang unggul, kondisi  SDM yang
dimiliki   itu  masih   kurang
mendukung terutama   pada   aspek
kualitas pendidikan.  Bayangkan,  dari
1.198.170  jiwa  penduduk
Majalengka,  45  persen masih
berijazah SD, 1547 persen berijazah
SMP, 10,20 persen berijazah SMA
dan hanya 1,40 persen yang berijazah
sarjana. Bahkan, menurut data Badan
Pusat Statistik (BPS)setempat, masih
terdapat penduduk miskin sebanyak
385.094 jiwa.Pemerintah    terutama
dinas   terkait   Disporabudpar    harus
memberikan pelatihan   dan
pemahaman   pemahaman   terkait
pengelolaan   pariwisata   objek
wisata,  sehingga  masyarakat  mampu
dan bisa berpartisipasi  dalam
pengelolaan objek wisata dan dapat
menjadikan kabupaten majlengka
sebagai destinasi wisata, dengan tidak





Berdasarkan wawancara  dan observasi





objek wisata yang ada di kabupaten
Majalengka yaitu mengenai
pengembangan destinasi wisata.
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hasil wawancara kepada beberapa
Kompepar. Berdasarkan wawancara
dengan salah satu Kompepar  dari
tempat wisata TELAGA  HERANG
yaitu Iyas
RaskamS.Pd.Imenjelaskanbahwa:















dikarenakan pengajuan  permohonan
dana   pengembangan tempat wisata
kepada Disporabudpar tidak




sering  kali menggunakan   dana dari
iuran Kompepar.
Sementara berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan kepada
pihak kepala
Disporabudpar yaitu bapak H. Ahmad
Suswanto, S.Pd.,M.Pd menjelaskan
bahwa: “proposal   yang  diajukan
oleh  kompepar   atau  dari
masyarakatbanyak  yang masuk
namun untuk disposisinya  tidak
semua permohonanditerima. Dilihat















Selain permasalahan dalam bidang


















permasalahan yang     dihadapi
dalampengelolaan objek wisata maka





musyawarah yang  dilakukan
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4. Disporabudpar selalu bersifat terbuka





Berdasarkan hasil penelitian yang


















2. dan sisanya 34% dipengaruhi oleh
faktor lain diluar penelitian ini.










Dan kemungkinan yang selanjutnya
adalah terkendala sumber daya manusia
yang unggul, kondisi SDM yang dimiliki



































d. Disporabudpar selalu bersifat terbuka
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